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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada 

mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang 

secara aktif turut dalam permusuhan (kombatan) maupun yang tidak turut serta 

dalam permusuhan atau penduduk sipil Perlindungan terhadap penduduk sipil 

yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang 

mana kedua instrument tersebut adalah payung hukum dan juga konsep agar 

supaya para peserta konflik bersenjata tidak membabibuta dalam melakukan 

penyerangan. Ada pihak-pihak yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran tembak 

dalam konflik bersenjata antar Negara. Hal ini dijelaskan didalam Pasal 24 dan 

Pasal 25 Konvensi Jenewa I 1949. Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol 

Tambahannya adalah inti dari hukum humaniter internasional – badan hukum 

internasional yang mengatur perilaku konflik bersenjata dan berusaha untuk 

membatasi dampaknya. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 

secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan 

(warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan dan pekerja bantuan kemanusiaan) 

dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang 

terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang. 

2. Kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata melalui beberapa instrumen 

hukum humaniter internasional dan aturan-aturan di dalam hukum humaniter 

internasional lainnya yaitu bahwa tenaga medis mendapat perlindungan khusus 

dari Organisasi Internasional seperti PBB dan mereka merupakan Non Kombatan 
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yang mana mereka tidak boleh di serang atau mereka adalah golongan orang-

orang yang tidak terlibat secara langsung dalam peperangan.  

 

B. Saran  

1. Harus ada kesadaran dan komitmen bagi Negara-negara yang mengikuti dan 

patuh terhadap perjanjian-perjanjian Internasional atau yang dalam hal ini adalah 

Hukum Humaniter Internasional yang mengatur terkait perlindungan terhadap 

tenaga medis dalam konflik bersenjata antara lain adalah Konvensi Jenewa, 

Protokol Tambahan beserta dengan Statuta Roma.  

2. Organisasi Internasional seperti PBB harus berani menunjukan komitmen 

sebagai organisasi yang mewadahi negara-negara yang ada di dunia dengan 

melakukan berbagai cara entah itu mengkampanyekan apabila ada pelanggaran, 

baik itu luka ataupun kematian dari petugas medis untuk diadili. Apabila tidak ada 

keberanian atas komitmen yang lahir dari suatu kesepakatan lewat perjanjian 

Internasional yang mengatur terkait konfik bersenjata antar Negara karena PBB 

juga memiliki fungsi pengawasan. 
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